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BUPATI MUSI RAWAS, 
,:

r^- -^-^^*h^^A6n tarnak ml ;atU
bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah 

:
kebiiaka n p"r"rilt-"ft Giai1 ra"ngka pemerataan pemban g u nan peternakan

sebagaimr., yrng Jiamanal<an-undang-undang Nomor 18 Tahun 2009

tentaig Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
,

bahwa dalam rangka mengoptimalisasikan sumber 6aYl alam d-an sumber

6;;;;*i", Oii"nOrng [_er1u. menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas

tentang Pedoman Umufi 
'Pelaksanaan 

Penyebaran, Pengembangan dan

Pemelilharan Ternak di Kabupaten Musi Rawas'

Undang_UndangNomor23Tahun]gsgtentangPembentukanDaerah
Tingkat ll dan Koiapraia di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun

igs"g No, orT3,ramoanan Lembaran Negara Rl Nomor 1821\;

rn Nnmor tB ntang Peternakan2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tel

Kesehatan ne"wan (Lembaran Negara_ R.l Tahun 2009 Nomor

Tambahan Lembar:an Negara Rl Nomor 5015);

undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ttegaia it r"nrn zOeA Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Rl Nomor]/giSl!, sebagaimll tel{liufa[ Ueberapa kali terakhir

dengan U ndang-Uni"rg' f*or-t 1 2. Tahun^?0.08 .tentang 
Perubahan Kedua

Atas Undang-Unoantn"orot 32 T ahun 2oO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ttegail'"Ri-r"nrn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

il"g"t" Rl Nomor 4844);

2OA4 tentang Perimbangan Keuangan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl

Tahun z1y4ruomor ti6, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4a38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan-lbukota

Kabupaten rvrusi ir*", dari Wilayah Kqa Lubuklinggau ke Wilayah

Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Ne-g-ara Rl

Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4555);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417IKPTSIOT'21O7,2OO1 tentang

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi lawas-Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Susunan Organ'sasi dan Tata KerjaDinas f:I* Kabupaten Musi Rawas

a;;;;rn da"r"n Kabupaten MusiTahun 2008 Nomor 2);

dan
84,
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MEIIiUTUSKAN : I

Menetapkan : pEMTUiIAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN UMUM

PEIAKSANMN PLi'TVEEARRU, PEiT-aEN'T BANGAN DAN PEMELI HARAAN

rEnrlAx Dl KABUPATEN MUsl MwAS''

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Musi Rawas'

2.PemerintahKabupatenadalahPemerintahKabupatenMusiRawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas'

4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas'

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Petemakan dan Perikanan Kabupaten

Musi Rawas.

6. Petugas pengelola temak pemerintah adalah petugas teknis peternakan dan

perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas'

7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai

penghasil pangan, bahan baku industri, iasa, dan / atau hasil ikutannya yang

terkait dengan Pertanian'
S.Pemilikadalahorangataubadanyangmemilikidan/ataumemeliharaternak.
9. Ternak pemerinta h adalah ternak milik pemerintah yang berasal dan dana

pemerintah KabuPaten'

10. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di

wilayahpenyebarandanpengembangantemakyangterdiridarisatudesa
atau lebih dalam kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan

pengembangan ternak'

11. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah melalui

pemberianpinjamanternakkepadapeternakpenggaduhyangsistem
pengembaliannYa beruPa ternak'

12. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada

penggaduh yang berasal dari peng adaan baru untuk dikembangbiakkan atau

digemukkan.
13. Penyebaran ternak pokok yang selaniutnya disebut distribusi adalah

penyebaran ternak pemerintah kepada penggad uh'

14. penyebaran kembali ternak pemeritah adalah salah satu pengembangan

ternak yang 
""r"nirinv" 

disebut redistribusi adalah penyebaran ternak yang

berasal oari pengemuatian ternak keturunan gad uhan sebelumnya'

15. penggaduh 
"Jil"n 

petani yang berdasirkan surat perianjian tertentu

memetinara ternak Pemerintah'
16. Ternak setoran adalah keturunan hasil pengembangan ternak pemerintah

yang diserahkan oleh p"n6rOun "buag"i 
kewajiban pengembalian

pinjamannya sesuai dengan peraturan yang bedaku'

17. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis

sebagai bibit ternak yang akan Jisalurkan kembaii melalui kegiatan redistribusi

i"tnri kepada pen g6aO u h u ntuk dikembangbiakkan'

18. Ternar tidarlJvlil[ib',t adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar

teknis sebagai bibit ternak untuk dikembanguiakran yang selanjutnya dapat

diiual untuk pendapatan asli daerah;

19. Ternar rrrrqii aoaian ternat< uiuit i"ntan/betina yang alat reproduksinya tidak
- 

dapat UerttindiOan dinyatakan maiir oleh petugas yang berwenang;

1,



20. Penghapusan Ternak Pemerintah adalah Tindakan Penghapusan Ternak dari

administrasi penyebaran dan pengemUanSal.]elak pemerintah;

21. pengg"rurrn 
.i6inar 

adat"n ,rlF v;;p.dilakukan untuk menambah berat

badan ternak ."nl"Oi berat yang ideal untuk dipotong'

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah kepada peternak dilakukan

dengan maksud untuk-memp"r."pri pengembangan dan pemerataan kepemilikan

ternak.

Pasal 3

Tu.iuannya untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta

meningkatkan penOapatin 9rl 
'keseiahteraan peternak yang selanjutnya

menciitakan sentra-sentra produksi ternak'

BAB III

LoKASIPENYEBARANDANPENGEMBANGANTERNAK

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bebas p"ny"iii hewan menutar sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;

b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

c.
d.
e.
f.

sesuai dengan tata ruang kabupaten;
mendukung kelancaran Pemasaran ;

mendukun! efesiensi dan efektivitas pembinaan ; dan

daya dukung lokasi/wilayah memadai'

Pasal 5

(1)Lokasipenyebarandanpengembanganternakpemerintah
seleksi calon Lokasiyang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Syarat dan tata cara seleksi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak

pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas'

(3) Calon Lokasi penyebaran yang telah memenuhi syarat sebagai lokasi

penyebaran ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Bupati'

BAB IV
SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 6

(1) Seleksi calon penggaduh dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas.
(2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah sebagai berikut :

a. mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berada di lokasi penyebaran ;

b. tidak menggantungkan nioupnya kepada orang tua atau orang lain'

c. merupakan anggota kelompok tani;

d. berbadan sehat dan berkelakuan baik ;

e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari petugas Dinas ; dan

f. bersedia menindatangani Surat Perjanjian Kerja'

diseleksi oleh Tim

1,



BAB V
SISTEM PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 7

Ternakbetinayangdikembangbiakkan,penggaduhwajib:
a.seekorsapidalamjangka3(tiga)Tahun,penggaduhharusmengembalikanl

(satu)ekorternakhasilketurunannyadenganumurminimall,5tahun.
b. seekor kertrau dalam iangka *rtt, + lempat) Tahun, penggaduh harus

mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal

1,5 tahun.

c.seekorkambingdalamjangkawaktu2(dua)Tahun'penggaduhharus
mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8

(detaPan) bulan.

d'seekordombadalamjangkawaktu2(dua)Tahun,penggaduhharus
mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8

(delaPan) bulan.

e.Seekorbabidalamjangkawaktu2(dua)Tahun,penggaduhharus
mengemb afikan 1(satu) ekor ternak hasit keturunannya dengan umur minimal 8

(delapan) bulan.

Pasal 8

Ternak yang dikembangbiakkan, penggaduh wajib :

a. Sepasang ternak.,pi d"1,, jangka waktu 4 (empat) Tahun, penggaduh harus

mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunnya dengan umur minimal 1'5

tahun.
b. sepasang ternak kerbau dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, penggaduh harus

mengembalikan2(dua)ekorternakhasilketurunanyadenganumurminimall,5
tahun.

c. sepasang ternak kambing dalam jangka waku 3 (tiga) Tahun, penggaduh harus

mengembalkan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunnya dengan umur minimal 8

(delapan) bulan.

d. sepasang ternak domba dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun, penggaduh harus

mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8

(delapan) bulan.

e. Sepasang ternak babi dalam

mengembalikan 2 (dua) orang

jangka waktu 2 (dua) Tahun, penggaduh harus

ternak hasil keturunannya dengan umur minimal

8 (delapan) bulan.

f. Perjanjian pengembalian ternak milik masyarakau swasta diatur sesuai

ketentuan pasaio dan pasal 7 atau ketentuan lain yang ditetapkan,oleh pemilik

ternak pokok setelah mendapatkan kesepakatan dengan penggaduh'

Pasal 9

Distribusi ternak unggas dilaksanakan dengan tidak mengharuskan peternak

penerima untuk mengembalikan ( hibah)

Pasal 10

(1) Ternak setoran yang layak bibit akan didistribusikan kepada peternak sebagai
' 'ternak gaduhan, yaig fienetapannya ditetaqkan oleh Kepala Dinas'

(2) Ternak ietoran Ving idaf layak bibit akan dijual, hasil penjualannya disetor ke

kas daerah sebagai pendapatan asli daerah'
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Pasal 11

Untukternakbesar(sap.iatauterbau)Y?ngdigemukkan'hasilpenjualannya
disetorkan x" p"r.Jiini"n'rrurpaten ;;#g;i plndipatan asli daerah'

Pasal 12

Dalamhalternakyangkarenasesuatuhalterpaksadipotong'pelg'gaduhwajib
mengembalikan t"in"[ yang tersffitrn f"p"Oa pemerintih untuk dijual' dan

'#;1";"jualan 
disetorkan ke kas daerah'

BAB VI

RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

(1)Dalamhalternakgaduhan.betllayangdipeliharapenggaduhmatiatauhilang
bukan Karena kesShnan atau xeiaiai"i pdngg'Oun' mixa penggaduh tersebut

bebas dari tangg'ngi'*"n untuk mengganti ternaknya'

(2) Datam nar terrii[ gzoun"n uefina ;;ft dipelihara penggaduh mati atau hilang

yang OiseoaO[an'-t "r"n" 
k;;;Ah"; atau reiataiah penggaduh' maka

penggaduh h;; mengganti te;;[ yrng dit"rimanya sesuai dengan, jumlah'

ir,iiras dan tinggi gumba yang diterima'

Pasal 14

(1)DalamhalgaduhanSepasangternakyangdiperolehpenggaduhmatiatau
hilang Sepasang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh,

makapenggaduhtersebutbebasdaritanggungjawabuntukmengganti
ternaknYa.

(2)DatamhalgaduhanSepasangternakyang.diperolehpenggaduhmatiatau
hilang 1 (satu) ekor yang bukJn karena kesalahan atau kelalaian penggaduh'

maka penggaduh hanya wajib melunasi sisa hutangnya'

(3)Dalamhalgaduhansepasangternakyangdiperolehpenggaduhmatiatau
hilang sepasang yang disebab[an karena kesalahan atau kelalaian penggaduh'

makapenggaduhharusmenggantiternakyangditerimanyasesuaidengan
jumlah, ras dan tinggi gumba'

(4)DalamhalgaduhanSepasangternakyangdiperolehpenggaduhmatiatau
hilangl(satu)ekoryangdisebabkankarenakesalahanataukelalaian
penggaduh, maka penggaduh wajib melunasi hutangnya'

Pasal 15

(1) Dalam hal ternak yang digemukkan, apabila ternak yang dipelihara oleh

penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian

penggaduh bebas dari tangguniiawau untuk menggantiternak tersebut'

(2) Dalam hat ternak yang digJmukk an apabila ternak yang dipelihara oleh

penggaduhmatiatauhilangy-angdisebabkankarenakesalahanataukelalaian
penggaduh, maka penggaduh haius mengganti ternak yang diterimanya sesuai

dengan jumlah' umur, ras, dan tinggi gumba'

Pasal 16

(1) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan atau penggemukan'

penggaduhbelumbisamelaksanakanpenyetoranternakpadawaktuyang
ditentukan, yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka

dilaksanakan penundaan setoran (Rescheduling)' 4,



(2) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan atau penggemukan

penggaduhbelumbisamelaksanakanpenyetoranternakpadawaktuyang
ditentukan,yangdisebabkankarenakesatahanataukelalaianpenggaduhmaka
pemerintah menarik kembaliternak yang digaduhkan dari penggaduh tersebut '

Pasal 17

penentuan suatu keiadian sebagai akibat_.kesalahan penggaduh atau bukan

kesalahan penggaduh ditentukan ien suatu tim, yang dibentuk oleh Kepala Dinas'

BAB VIt '

PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH .

Pasal 18

(1) Penjualan ternak hasil penggemukan dan temak setoran tidak layak b'bit

dilakukan oleh tim peniualan ternak pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati'

(2) Penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan

pating sedikit 1 (satu) tahun sekali'

(3) Hasil peniualan'ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus sudah

disetorkan ke Kas daerah oleh Bendahara Penyetor paling lambat 2x24iam'

(4) Harga peniualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing -rnasing ienis

ternak berdasarkan harga pasaran setempat'

(5)Penjuatandilakukansecaratangsung(tidakmelaluitender).
(6) Setiap penjualan ternak pemerintah, harus dibuat Berita Acara Penjualan

Ternak.

BAB VIII
PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 19

(1) Temak pemerintah yang mati, maiir, hilang, lunas, setoran tidak layak bibit dan

temak yang pelunasannya macet harus dihapuskan dari administrasi

penyebaran dan pengembangan ternak'

(2) Keputusan penghapusan dan tata c,tfa penghapusan ternak pemerintah

ditetaPkan oleh KePala Dinas'

(3) Penghapusan temak pemerintah dilakukan minimal 1 (satu) kalidalam setahun'

BAB !X i
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan

pengembangan ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas'

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan

pengembanganternakPemerintahdilaporkankepadaBupati.

Pasal 21

(1) Petugas Pengelola Ternak Pemerintah melaporkan perkembangan ternak

pemerintah yang ada di lokasinya kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan

dengan tembusan kepada Camat setempat'

(2) Kepala Dinas melaporkan perkembangan ternak pemerintah kepada Bupati

setiap triwulan dan menyampaikan laporan tahunan 
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BAB X

PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal22

(1) Setiap pemilik ternak diwajibkan :

a.membuatkandang/pagarternakyangletaknyasekurang-kurangnyal0
(sepuluh) meter dari rumah tempat iinggat untuk sapi, kerbau, kuda dan babi

dan sekurang-kurang nya 5 (lima) ,"i"t dari tempat tinggal untuk kambing

b.

dan domba (biri-biri)'

menjagaternakdiwaktusiangharidengancaratetapmenempatkannya
dalam kandang atau mengembalakannya di padang rumput dengan diiaga

oleh pemitiUpengembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum'

menempatkan ternak di dalam kandang I pagar waktu malam hari' dan

memberikantandadipunggungr"rr"idengantandayangakanditetapkan
kemudian untuk tiap - tiap kecamatan dimana ternak itu berkandang' kecuali

c.

d.

ternak gaduhan milik Pemerintah'

(2) Ketentuan tanda sebagaim ana dimaksud ayat 1 (satu) huruf d akan ditetapkan

oleh BuPati Musi Rawas'

Pasal 23

Setiappemilikdilarangdengansengajamelepaskanternaknyadiluar
kandang/pagaruntukberkeliaranbaiksiangmaupunmalamhari.

Pasal24

(1) Apabita diketahui adanya ternak yang rgP?" tanpa diketahui siapa pemiliknya

satelah diselidiki, maka ternak terseou-t diiahan oleh Pemerintah Kabupaten'

(2) Dalam iangXa;aXtu t+ (empat Uefasf n"tisetelah diumumkan secara patut

ternyatatidakadapemiliknyat"""t'"sah,makaternaktersebutdisitauntuk
dilelang di muka umum'

(3) Uang nasil peiJrft; sebagaimana yang dimaksud pada ayal2 (dua) disetor

ke Kas daerah sebagai pendapatan asli daerah'

(4) Apabila datam pngfi *'"f1,1 s"Uag"imana dimaksud pada ayat2 (dua) ternyata

ada orang yang mengakui t"rn"[i"r"ebut adalah miliknya dengan menunjukan

bukti _ bukti i"ng "In, mara'kepada pemilik tersebut selain diberlakukan

ketentuan ""6rdirrn, 
dimaksud dalam pasal 25, iuga dibebani biaya

pemeliharaan seiama masa ternak ditahan'

Pasal 25

Pemilik ternak dilarang :

a. Menggunakan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum

men6ipai 117, (satu setengah) Tahun ;

b.Memotongternakbetinayangpotensialproduktif,kecualisetelahmendapatizin
dari Pemerintah kabuPaten'

c.Membawaternakkejalanyangdapatmerintangilalulintasataumembiarkannya
berada di ialan, kecuali seUigai'hewan tunggangan, hewan penghela atau

hewan beban; dan
d.Membawaternakdijalanataumenyuruh/membiarkan,kecualidengan

penggiring yang cukup dan tidak merintangi lalu lintas'
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BAB XI *

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

SuratPedanjianKeriaTernak.Pemerintahyary.sudahadadansedangberialan
sebetum ditetapkannya feqatu.pn'-iirprii'ini- 

tetap berlaku sampai hak dan

i;;ril;, oio"t, 5tit"t p"ti"niian tersebut selesai'

BAB XII .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal2T

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku' maka Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor 3 Tahun iix;g t",it ng Pedoman Pelaksanaan Penyebaran Pengembangan'

dan pemerirraraari-ier""r o'l K?ilprt*-Musi $awas 
(derita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tanun 2ootN.;or sl'dl;but dan dinyatakankan tidak berlaku'

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada taltqg.a! diundangkan'

Agar setiap orang mengetahu,.lV_i i."rerin6hkan penginOanganPeraturan Bupati

inidenganpenempatannyadalame"'it"DaerahKabupatenMusiRawas.

DitetaPkan di Lubuklinggau^-. .,
padaianggal g' 9^2O1l

BUPATI MUSI RAWAS,,

Diundangkan di Lubuklinggatl .

p"Jrtan-ggal Qa I - 2O1'l

SEKRET
KABUPA

,=*.,i DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR ''f

S DAERAH


